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KF,]‘U'I'l.IS./\N BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 335 TAHUN 2003
TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAII MENENGAILL UMUM (SMU )
DAN SEKOLAN LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (S1'TP) BARU DALAM
KABUPATEN BATANG HHAR!

BUPATI BATANG HARI

Menimbang . a. bahwa dalam rangka pembukaan sckolah dan pencrimaan siswa
baru pada tahu pelajaran 2003/2004 dipandang perlu adanya
penctapan pembu, an sckolah

b. buhwa berdasarkan pertimbangan hurul a diatas maka  perlu
ditetapkan Keputusan  Bupati tentang  pembukaan Sckolah
Menengah Umum (SMU) dan Sckolah Lanjutan Tingkat Pertama
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NMengingat . 1.. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Dacrah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera
Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25 ) sebhagaimani
diubah dengan Undang undang Nomor 7 "Tahun 1965 tentang
Pembentukan Dacrah Fingkat 11 Sivolangun Bangko don Dacrah
Tinpkot 1 Tanjung  Jabung, (Lembirnn Negnrn Tanhon 10605
Nomor 50)

Undang undang Nomer 2 Tahan TO8Y tentnng Sistem Pendidikun
Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Momaor 3390)

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
[.embaran Negara Nomor 3839) ¢

4. I'eraturan Pemerintah ...,



Memperhatikan

Menctapkan

Pertama

kedua
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4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pendidikan
Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan
Lembaran’ Negara Nomor 341 2) sehagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (.1.cmbaran Negara
Tahun 1998 Nomor 90, ‘Tambahan [.embaran Negara Nomor
3763

s pPeraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Mecnengah (Lembaran Negara ‘Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3413) schagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 ( [.cmbaran Ncgara
Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara  Nomor
3764 ), .

6 Pernturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang, Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi schagai Dacrah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara
Naomor 3952).

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudyaan Nomor 034/0/1997
tentang  Perubahan Nomenklatur - SMP - menjadi - SLTP - serta
Organisasi dan Tata Kevja SET

Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/0/1997
tentang  Perubahan Nomenklitur - SMA - menjadi - SMU serta
Organisasi dan Tata Kerja SMU I

t

¢

1. Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Nomor §10/0/2000 watang
Organisasi dan Tata Kerja Departeren Pendidikan Nasional;

4. Persetujuan Menteri Pendayagunain Aparatur Negara dengan sural
Nomor 79/M.PAN/3/2001 Tanggal 27 Marcet 2001.
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBUKAAN SEKOLAII
MENENGAIT UMUM ( SMU ) DAN SEKOLAII LANJUTAN

TINGKAT PERTAMA ( SLTP ) BARU DALAM KABUPATEN
BATANG HARI '

Menctapkan Pembukaan 2 ( dua ) SMUN dioperasionalkan pada

" Tahun Pelajaran 2002-2003, dan | (s:n'lp) SI.TPN dioperasionalkan

pada Tahun Pelajaran 2003-2004.

Nama dan iokasi sckolah schagaimana dimaksud diktum pertama

l ~adalah SMUN 7 Batang Tari di Sungai Rengas (Tahun Pelajaran 2002-

2003) dan SMUN 8 Batang Hari di Jembatan Mas (Tahun Pclajaran
2003 - 2004 ) serta . TPN 23 Batang Hari di ‘Tidar Kuranji (Tahun
Pelajaran 2003-2004).



. S3.

Kot  Sepala Biaya yang timbul akibat di terbitkannya keputusan ini
dibehankan kepada biaya rutin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang .

Keempat © Keputusan ini mula: berlaku sejak tangpal ditetapkan dengan ketentuan

bahwa scgala scsuatunya  akan diubah dan  diperbaiki kembali
schbagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
dalam pénctapan ini.

DITETAPKAN DI ¢ MUARA BULIAN
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1. Bapak Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara di Jakarla

2. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta

3. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta

4. Bapak Scketaris Jenderal, Dircktur Jenderal, Inspektur jenderal, dan Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan daliam
lingkungan Departemen Pendidikon Nasional di Jakarta , ‘

S Bapak Scketaris Direktorat Jenderal, Scketaris Inspektorat Jenderal, dan Seketaris
Badan Penclitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam
Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta

6. Bapak Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Dircktur Utama PT. (Perbero) Balai
Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta

7. Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta

8. Bapak Gubernur Jambi di Jambi

9. Bapak Ketua Komisi VI DPR - RI di Jakarta

L0, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi di Jambi

P Sdr, Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari i Muara Bulian

12, 8dr. Kepala Bappeda Kabupaten Batang [Hari di Muara Bulian

I3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Batang Hari di Muara Bulian

I4. Sdr. Kabag Pembangunan Sctda Kabupaten Batang Ilari di Muara Bulian

i5. 5dr. Kabag Keuangan Scida Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian

16. Sdr. Kabag Bina Sosial Sctda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian

I7.Sdr. Kepala BPS Cabang Batang Tari di Muara Bulian

IR Sdr. Kabag Hukam Setda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian



